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KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI PAPUA NOMOR:6o A/33Y/I/ DPLH 
TENTANG PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SINAK DI DISTRIK SINAK KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA 

KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI PAPUA 
Menimbang bahwa rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

a. 

b. bahwa kerangka acuan rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapat persetujuan berdasarkan penilaian Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua; 
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua tentang Persetujuan Kerangka Acuan rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak. 
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